Muhammad Rizan - Akibat Hukum Penelantaran Hak Milik Atas Tanah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univerﬁ@@ésylﬁm‘f‘f@ﬁository.uma.ac.id]23/8/24



Muhammad Rizan - Akibat Hukum Penelantaran Hak Milik Atas Tanah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univerﬁ@@ésylﬁm‘f‘f@ﬁository.uma.ac.id]23/8/24



Muhammad Rizan - Akibat Hukum Penelantaran Hak Milik Atas Tanah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univerﬁ@@ésylﬁm‘f‘f@ﬁository.uma.ac.id]23/8/24



Muhammad Rizan - Akibat Hukum Penelantaran Hak Milik Atas Tanah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiratan Allah S.W.T yang dengan rahmat dan hidayah-
Nya, skripsi ini telah penulis selesaikan dengan baik.

Sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Medan Area, dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat
karya ilmiah di bidang hukum, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum. Untuk itu penulis menyusun skripsi yang berjudul : “Akibat

Hukum Penelantaran Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kota

Medan)”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam
skripsi ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan
kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan
skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. SyamsulArifin, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area beserta seluruh staf-stafnya.

2. Bapak Taufik Siregar, SH.M.Hum Selaku dosen Pembimbing I saya.

3. Bapak Abi Jumroh Harahap, SH, M.Kn Selaku Dosen Pembimbing Il saya

4. 1bu Sri Handayani , SH. M.Hum

5. Kepada Ayah dan Ibu Saya Ir.H.Yanuar Mahdi dan Dra.Hj.Rita Susanna.
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wewenang bagi subyeknya untuk menggunakan tanah yang dikuasainya

B. Alasan Pemilihan Judul

Pembangunan nasional yang dituangkan dalam GBHN, merupakan
implementasi kehendak rakyat, yang berorientasi pada upaya peningkatan
kesejahteraan rakyat, secara terencana dan terarah, sehingga pada gilirannya
pembangunan dalam berbagai dimensi tidak berdiri sendiri tetapi memiliki
korelasi antara berbagai upaya pembangunan yang memiliki keterkaitan,
utamanya dalam pembangunan hukum dengan menjalankan amanah Undang-
Undang Dasar 1945, agar dapat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, yang
mendapat berbagai hambatan, schingga upava penyadaran hukum kepada
masyarakat perlu makin ditingkatkan. Tanpa ada upaya yang baik akan berakhir
dengan sebuah kenistaan dimana terdapat sebuah kondisi masyarakat yang tidak
terartur.

Untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai
gerak dinamika masyarakat. Obyektivitas penegakan hukum terasa masih jauh
dari harapan masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak juur, hakim-hakim yang
terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten,
pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga
yudikatif, di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat,
yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap

hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.
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Dasar hukum dari Pendaftaran Tanah dimaksud, terdiri dari beberapa
Peraturan Pemerintah, antara lain :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 1998 tentang

Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertifikat

C. Permasalahan
Adapun permasalahan yang terdapat dalam keabsahan sertifikat atas tanah
dimaksud :
1. Bagaimana pengaturan tentang hak milik atas tanah ?
2. Bagaimana penyelesaian penelantaran hak atas tanah terlantar melalui BPN ?

3. Bagaimana akibat hukum penelantaran hak milik atas tanah ?

D. Tujuan Penelitian

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita
mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan Skripsi ini
juga mempunvai tujuan tertentu yang ingin dicapar di dalam pembahasan
nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok
penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum
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pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan
kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya
2. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya yang
dikatakan dengan tindak perdata mengenai penelantaran hak milik atas tanah
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan
hukum umumnya dan khususnya hukum perdata dalam hal perkembangan

tindak perdata hak milik atas tanah

E. Hipotesa

Hipotesa di sini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang
dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus
ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang
perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam
pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka
harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu
merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh
penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian.

Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang
sudah dihipotesakan itu temyata terjadi tidak demikian setelah diadakan
penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang termyata kebalikannya.

Adapun hipotesa dari permasalahan yang diajukan adalah :
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ini, penulis membaginya dalam 5 (lima) bab, yang mana setiap babnya terbagi

dalam sub-sub, yang antara lain :

BABI : PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian dan Penegasan
Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan
Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BABII : TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN HAK ATAS
TANAH
Pada bab ini penulis menguraikan tentang Sejarah Pendaftaran
Tanah, Prosedur Pendaftaran Tanah dan Bentuk-bentuk Pendaftaran
Tanah

BABIIl: TINJAUAN HUKUM TENTANG TANAH TERLANTAR
Pada bab ini penulis menguratkan tentang Tanah Terlantar, Objek

Tanah Terlantar dan Penetapan Tanah Terlantar

BABIV : AKIBAT HUKUM PENELANTARAN HAK MILIK ATAS
TANAH (STUDI KASUS DI BPN KOTA MEDAN)
Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pengaturan Tentang Hak
Milik Atas Tanah, Penyelesaian Penelantaran Hak Milik Atas Tanah
Melalui BPN dan Akibat Penelantaran Hak Milik Atas Tanah
BABV : KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini penulis menguraikan seluruh isi Skripsi atau dengan
kata lain menyimpulkan jawaban yang benar dari permasalahan,
kemudian yang terakhir penulis memberikan saran-saran kepada

pihak-pihak vang ada kaitannya dengan pembahasan Skripsi ini
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a. Mengatur kembali ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran hak
b. Mengatur kembali ketentuan-ketentuan bea balik nama. Ketentuan-ketentuan

mengenai bea balik nama diatur kembali pada tahun 1924 secara tersendiri

dalam Staatsblad 1924 Nomor 291 atau Ordonantie op het Recht van

Overschrijving dan sejak itu pula Ordonansi Balik Nama hanya mengatur

mengenai pendaftaran hak saja. Pokok-pokok dari pendaftaran hak yang diatur

dalam Ordonansi Balik Nama adalah sebagai berikut :

1) Setiap peralihan hak harus didaftar pada pejabat balik nama (over
schrijvings ambtenaaren) yang dibantu oleh pejabat-pejabat pembantu

2) Pembuatan akta pendaftaran peralithan hak atau akta balik nama (acte van
overschrijving) oleh pejabat balik nama

3) Asli akta balik nama disimpan oleh pejabat pembantu dalam 2 (dua)
bundel terpisah, yaitu bundel koopbrieven dan bundel hypotheekbrieven,
sedangkan kepada yang bersangkutan diberikan salinan sah (grosse) akta
balik nama

4) Pejabat balik nama dan pejabat pembantu bertanggung jawab secara
pribadi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian mereka dalam
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam ordonansi
balik nama

5) Surat keterangan pendaftaran tanah (landmeterskennis), dan surat ukur

pemisahan
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3. Periode Pendaftaran Tanah (De periode van den kadastralen dienst)
Periode pendaftaran tanah dimulai pada tahun 1871, dimana pemerintah

Hindia Belanda pada tahun tersebut membentuk suatu komisi yang bertugas

mempelajari perlu atau tidaknya penataan kembali kadaster. Dasar dari peraturan-

peraturan yang dikeluarkan untuk penyusunan kadaster tersebut adalah :

a. Staatsblad 1875 Nomor 183 jo Staatsblad 1879 Nomor 164 tentang Ketentuan
Umum mengenai pengukuran-pengukuran Kadaster di Indonesia (Algemene
voorshriften betreffen de kadastrale metingen in nederlandsh-indie)

b. Bijblad Nomor 3308 mengenai Keputusan Pemerintah (Gouvernement
Besluit) vang menetapkan contoh-contoh dan daftar-daftar tata usaha kadaster
(medellen registers den wetking van het kadaster)

c. Staatsblad 1870 Nomor 164 mengenai Keputusan Pemerintah yang mengatur
Tugas kadaster (Regeling van den wetkring van het kadaster)

d. Staatsblad 1880 Nomor 147, yaitu peraturan yang mengatur penggunaan hasil-
hasil pengukuran-pengukuran kadaster dalam surat-surat hak tanah (regeling
van het gebruik, dat van de uitkomsten der kadasterale metingen is to maken
in de gereglijk acten, betrekkelijk den eigendom en andere zakelijke regten op
onroerende goederen)

e. Staatsblad 1880 Nomor 148 mengenai Instruksi bagi Kepala-Kepala Kadaster

(Instructie voor de bewaardersvan het kadaster)

B. Prosedur Pendaftaran Tanah
Setelah uang pemasukan ke kas negara dibayar pemohon dapat

mengajukan permohonan pendaftaran hak ke kantor pertanahan Kabupaten/
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3.
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Periode pendaftaran tanah dimulai pada tahun 1871, dimana pemerintah

Hindia Belanda pada tahun tersebut membentuk suatu komisi yang bertugas

mempelajari perlu atau tidaknya penataan kembali kadaster. Dasar dar peraturan-

peraturan yang dikeluarkan untuk penyusunan kadaster tersebut adalah :
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van het gebruik, dat van de uitkomsten der kadasterale metingen is to maken
in de gereglijk acten, betrekkelijk den eigendom en andere zakelijke regten op
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Staatsblad 1880 Nomor 148 mengenai Instruksi bagi Kepala-Kepala Kadaster

(Instructie voor de bewaardersvan het kadaster)

Prosedur Pendaftaran Tanah
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Pemberian hak-hak atas tanah (HM; HGU; HGB, dIl.) kepada
perorangan/individu atau badan hukum oleh negara untuk diusahakan, dikelola
dan dipergunakan dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,
merupakan suatu kebijakan di bidang pertanahan yang harus dikerjakan dengan
sebaik-baiknya. Dengan kata lain, dalam pemberian hak itu ada maksud tidak
dibenarkan menelantarkan tanah.

Tentang kata “pengertian” itu sendiri, menurut J.J.H. Bruggink adalah
sebagai berikuta33 “Pengertian adalah apa yang timbul dalam pikiran kita sebagai
arti dari perkataan, mengingat penunjukan perkataan itu pada obyek tertentu atau
orang tertentu. Jadi bergantung pada baik konteks kebahasaan maupun bukan
kebahasaan”.

Mengenai konsep tanah terlantar yang hendak dijelaskan dalam uraian
berikut ini, dipilih pengertian konsep sebagaimana yang dijelaskan oleh Radbruch,
ia mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan konsep hukum sebagai
berikut “Terdapat dua jenis konsep hukum yakni konsep hukum yang yuridis
relevan (legally relevant concepts) dan konsep hukum asli (genuine legal
concepts)"’. Konsep yuridis relevan adalah konsep hukum yang merupakan
komponen aturan hukum, khususnya konsep yang digunakan untuk mendapatkan
situasi fakta dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang yang dijelaskan
dengan interpretasi misalnya: Konsep fakta seperti benda, membawa pergi, atau

mengambil. Sedangkan konsep hukum adalah konsep konstruktif dan sistematis

" Bernard Arief Sidharta. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang
Pondasi Kefalsafahan dan Sifat Keilmuan ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Iimu
Hukum Nasional Indonesia. (Bandung: Mandar Maju, 2000). halaman 154.
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b. Menurut Perundang-undangan
1. Undang-Undang Nomor S tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA)

Seperti telah dijelaskan bahwa lahimya UUPA adalah dalam rangka
menghilangkan dualisme di bidang Hukum Agraria. Demikian pula bahwa UUPA
dibuat mengambil sumber dari Hukum Adat yang bersifat komunalistik religius
yang mempunyai makna bahwa penguasaan tanah bersama memungkinkan
penguasaan tanah secara individu dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi
sekaligus mengandung unsur kebersamaan.

Ada perubahan paradigma dari Hukum Agraria kolonial yang berciri tanah
dikelola atau diusahakan untuk menghasilkan produk yang dapat diperdagangkan
dan mendapat untung sebanyak-banyaknya ke Hukum Agraria nasional yang
berciri pengelolaan sumber daya tanah untuk kesejahteraan rakyat. Alasan
filosofinya bahwa tanah itu adalah karunia Tuhan kepada umat manusia (rakyat
Indonesia) untuk diusahakan dikelola guna memenuhi kebutuhannya, agar
tercapai kesejahteraan atau kemakmuran bersama dengan berkeadilan.

Jadi ada kewajiban dari individu atau masyarakat untuk mengerjakan atau
mengusahakan tanah sebaikbaiknya sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau
sesuai dengan tujuannya (kemakmuran) itu. Berdasarkan hakekat yang ada pada
Hukum Agraria Nasional (UUPA) tersebut, semua pihak perlu mengerti dan
menjaga agar tidak terjadi tanah terlantar.

Beberapa ketentuan UUPA vyang berkaitan dengan hal ini, dapat

dikemukakan sebagai berikut :
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Lahimya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1973,
sebagai wujud kepedulian atas terlantarnya tanah HGU (Perkebunan). Hal itu
dimaksudkan untuk segera mengatasi atau meniadakan kondisi lahan perkebunan
vang terlantar, dengan menindak pemegang haknya, berikut pendayagunaan tanah
terlantar tersebut. Sehingga lahan HGU (Perkebunan) memberi kesejahteraan
kepada masyarakat sekitar lahan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Jadi, untuk dapat menyatakan suatu perkebunan sebagai terlantar, ialah apabila
diketahui bahwa pemegang hak atas tanah, tidak mempergunakan atau
mengerjakan yang ia peroleh sebagaimana mestinya. Dengan demikian berarti
pemegang hak atas tanah tidak mengindahkan kewajiban mengusahakan
perkebunan secara baik dan mengabaikan fungsi sosial

atas tanah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Negara

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah. Dalam Menimbang poin b Peraturan
Pemerintah ini menyatakan : “bahwa oleh karena itu pengakuan penguasaan
pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan bagi semakin terjaminnya
tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah,
ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian
hukum di bidang pertanahan pada umumnya dapat terwujud”.

Dari ketentuan di atas pemerintah ingin menegaskan kembali bahwa

penggunaan tanah berdasarkan pada HGU, HGB, Hak Pakai dalam rangka
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pembangunan nasional, diarahkan untuk terjaminnya atau terwujudnya
masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu Pasal-Pasal dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 secara rinci dan jelas mengatur mengenai
pemberian hak (HGU, HGB dan Hak Pakai), obyek hak, jangka waktu dan
lamanya suatu hak, diberikan oleh negara kepada subyek hak.

Apabila kewajiban pemegang hak tidak dilaksanakan maka berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 17e bahwa Hak Guna Usaha hapus karena diterlantarkan;
Dalam penjelasannya dinyatakan sesuai dengan penjelasan yang ada dalam
UUPA. Demikian juga tentang hapusnya HGB dalam Pasal 35e yang dinyatakan
bahwa Hak Guna Bangunan hapus karena diterlantarkan.

Untuk pemberian Hak Pakai, juga diitkuti dengan ketentuan tentang
hapusnya Hak Pakai. Dalam Pasal 55e dinyatakan bahwa, Hak Pakai hapus
karena diterlantarkan. Hapusnya hak pakai tidak diatur oleh UUPA. Dari
ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan tentang hapusnya hak atas tanah
(HGU, HGB, Hak Pakai) dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor
40 Tahun 1996 menggunakan istilah diterlantarkan, pengertian diterlantarkan
mengikuti penjelasan dari UUPA tentang hapusnya HM, HGU, HGB. Sedangkan
Hak Pakai tidak diatur adanya tanah diterlantarkan.

Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah ketentuan Pasal 14 Ayat
(3), Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang
mengatakan, “Kefentuan lebih lanjut mengenai hapusnya HGB sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan Keputusan Presiden ™.
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 dikeluarkan karena
dilatarbelakangi semakin banyaknya jumlah tanah terlantar di Indonesia dan
karena tidak ada upaya penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah. Oleh karena
itu dalam Menimbang pada huruf b disebutkan bahwa dalam kenyataannya masih
terdapat bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh perorangan, badan hukum atau
instansi yang tidak digunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan
haknya.

Dalam ketentuan Menimbang huruf ¢ dinyatakan bahwa sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria hak atas tanah hapus dengan sendirinya apabila tanahnya
diterlantarkan. Pasal 1 Ayat (5) menyatakan, “Tanah terlantar adalah tanah yang
diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan atau
pokok yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum
memperoleh hak atas tanah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku”.

Selanjutnya pengertian tanah terlantar diulang kembali ketika mengatur
tentang Kriteria Tanah Terlantar yaitu dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor
36 tahun 1998 vang menyatakan : “Tanah Hak Milik; Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan atau Hak Pakai, dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar
apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang
haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak

dipelihara dengan baik™.
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Lebih lanjut pengertian tanah terlantar disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 yang mengatur khusus untuk HGU yang

menyatakan :

L.

Tanah Hak Guna Usaha tidak dipergunakan sesuai dengan keadannya atau
sifat dan tujuan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 3 bila, apabila tanah itu
tidak diusahakan sesuai dengan kriteria pengusahaan tanah pertanian yang
baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Jika haknya sebagian dari bidang tanah Hak Guna Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat 1, memenuhi kriteria terlantar, maka hanya bagian tanah
tersebut yang dapat dinyatakan terlantar

Apabila diperhatikan, ternyata banyak istilah ataupun pengertian yang

diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 ini untuk menyatakan

bahwa sebidang tanah adalah terlantar. Kalimat-kalimat yang dipilih dalam

menyatakan tanah terlantar dapat di inventarisasi sebagai berikut :

1,

Tanah tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan
haknya, bila tanah tersebut tidak dipergunakan sesuai peruntukannya menurut
RTRW yang berlaku

Tanah yang diterlantarkan oleh pemegang haknya

Tidak diusahakan sesuat dengan kriteria pengusahaan tanah pertanian yang
baik sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Tanah sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan
keadaannya atau sifat dan tujuan haknya

Beberapa pengertian tanah terlantar di atas, menunjukkan adanya

pengertian yang bervariasi, tergantung pada macam hak atas tanah. Hal tersebut
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bisa menimbulkan persepsi yvang beda-beda antara petugas, pejabat dan

masyarakat.

B. Objek Tanah Terlantar
Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010, yang
termasuk sebagai obyek tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak
oleh Negara berupa :
1. Hak Milik
2. Hak Guna Bangunan
3. Hak Pakai
4. Hak Usaha

5. Hak Pengelolaan

Hak Milik
Pengertian Hak Milik adalah hak atas tanah yang turun temurun, terkuat
dan terpenuh. Kata “terkuar” dan “terpenuh” tidak berarti bahwa hak milik itu
merupakan hak yang mutlak, tidak dapat diganggu gugat dan tidak terbatas seperti
Hak Eigendom, akan tetapi kata terkuat dan terpenuh itu dimaksudkan untuk
membedakan dengan hak-hak lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara
hak-hak atas tanah maka Hak Milik yang terkuat dan terpenuh.
1. Terkuat, artinya Hak Milik tidak mudah hapus dan musnah serta mudah
dipertahankan terhadap hak pihak lain, oleh karena itu harus didaftarkan
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

2. Terpenuh, ini menandakan kewenangan pemegang hak milik itu paling penuh
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dengan dibatasi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria tentang
fungsi sosial tanah
3. Turun temurun, berarti jangka waktunya tidak terbatas, dapat beralih karena
perbuatan hukum dan peristiwa hukum
4. Hak Milik adalah hak atas tanah, karena itu tidak meliputi pemilikan kekayaan
alam yang terkandung dalam tubuh bumi dan yang ada dibawah/didalamnya.
Dasar Hukum Hak Milik adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Pokok Agraria :
a. Pasal 20 s/d 27, Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 56;
b. Ketentuan Konversi Pasal I, IT dan VII
2. Luar Undang-Undang Pokok Agraria :
a. Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian
b. Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 pengganti Peraturan Pemerintah
Nomor 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah
c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9
Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Hak
Milik
e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

f.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
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Hak Atas Tanah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1984 tentang Penyediaan
dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan
Pembangunan Perumahan dengan Fasilitas KPR dari Bank Tabungan
Negara;

e. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 1999, tentang izin lokasi yang menggantikan Peraturan
Menteri Negara Agraraia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun1993, tentang Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah
Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakai atas Tanah Negara; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan atasTanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah.

Hak Pakai

Pengertian Hak Pakai (pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria) adalah
hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang langsung
dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan
kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberian haknya (tanah
negara) atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian
sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah (tanah milik orang lain).

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa hak pakai adalah hak atas

tanah bangunan dan tanah pertanian.
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Dasar Hukumnya sebagai berikut :
1. Undang-Undang Pokok Agraria :
a. Pasal 28 s/d 34, Pasal 50 Jo. 52, Pasal 51 dan 52
b. Ketentuan Konversi Pasal I, IV dan VII
2. Diluar Undang-Undang Pokok Agraria :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing,
khusunya Pasal 14

¢. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas
Tanah Beserta Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 pengganti Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

e. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok
Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal
Konversi Hak Barat

f. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Tanah
Hak Guna Usaha untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal
Asing Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nastonal Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang menggantikan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Nasional Nomor 2 Tahun
1993, tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah
Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal

g Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3
Tahun 1999, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Keputusan

Pemberian Hak Atas Tanah Negara yang menggantikan PMDN Nomor 6
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Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah
Jo. Keppres Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional

h. Peraturan Menteri Negara Agraria’/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak

Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Hak Pengelolaan

Pengertian Hak Pengelolaan menurut pasal 3 PMDN Nomor 5/1974,
adalah hak atas tanah yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk :
1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah
2. Menggunakan tanah untuk keperluan sendiri
3. Menyerahkan bagian dari tanahnya kepada pihak ketiga menurut persyaratan

yang telah ditentukan bagi pemegang hak tersebut yang meliputi segi
perunyukkan, segi penggunaan, segi jangka waktu dan segi keuangannya

Setelah jangka waktu hak atas tanah yang diberikan kepada pihak ketiga
itu berakhir maka tanah tersebut kembali lagi ke dalam penguasaan sepenuhnya
pemegang Hak Pengelolaan dalam keadaan bebas dari hak-haknya yang
membebaninya.

Hak Pengelolaan ini dulu berasal dari apa yang disebut “Hak Beheer”,
yaitu hak penguasaan atas tanah negara yang setelah Undang-Undang Pokok
Agraria melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 9/1965 dikonversi menjadi hak
atas tanah menurut hukum tanah nasional.

Kalau dengan Hak Beheer , tanahnya digunakan oleh instansi pemerintah

untuk keperluan sendiri, maka dikonversi menjadi Hak Pakai, tetapi apabila
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tanahnya selain akan digunakan sendiri, ada bagian-bagian dari tanah lainnya akan
diserahkan kepada pihak ketiga yang meliputi segi peruntukkan, penggunaan dan
jangka waktu dan keuangan, maka Hak Beheer dikonversi menjadi Hak
Pengelolaan.
Dasar hukum Hak Pengeloaan adalah :
1. Undang-Undang Pokok Agraria :
Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak dituliskan secara tegas, hanya
disinggung dalam Penjelasan Umum bagian A II (2)
2. Luar Undang-Undang Pokok Agraria :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 8/1053
b. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9/1965 tentang Pelaksanaan Konversi
hak atas Tanah dan selanjutnya
c. Ketentuan-ketentuan tentang Kebijaksanaan :
¢. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5/1974
d. Peraturan Menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nomor 9
Tahun 1999, tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan
e. Peraturan Menteri Agraria Nomorl/1966

f. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 3/1987.71

C. Penetapan Tanah Terlantar
Sesudah diidentifikasi tanah terlantar, maka disampaikan kepada Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara, lalu apa tindakan yang dilakukan.

Tanah terlantar tersebut bergantung kepada keputusan Menteri Negara Agraria,
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berapa lama tanah terlantar menurut Peraturan Pemerintah secara umum. Menteri

menetapkan tanah terlantar. Menurut penulis terlalu sentralisik dan bisa

menghambat team bekerja. Oleh karena itu penetapan tanah terlantar cukup

Kepala BPN setempat sebagai orang yang laping mengetahui latar belakang atau

kondisi objek tanah.

Provinsi berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan
lapangan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau dari hasil laporan
Dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat, atau para pemegang hak.
Pemegang hak berkewajiban melaporkan penggunaan dan pemanfaatan tanah
sesuai dengan keputusan pemberian hak atas tanah atau dasar penguasaan atas
tanah dari pejabat yang berwenang.

Inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilaksanakan melalui :

1. Pengumpulan data mengenai tanah yang terindikasi terlantar yang meliputi
data tekstual (nama, alamat pemegang hak atas tanah, tanggal keputusan
pemberian hak atas tanah, Nomor dan Tanggal, serta berakhimya sertipikat,
letak tanah, luas dan penggunaan tanah, serta luas tanah yang terindikasi
terlantar) dan data spasial (data grafis berupa peta yang dilengkapi dengan
koordinat posisi bidang tanah vang terindikasi terlantar)

2. Pengelompokan data tanah yang terindikasi terlantar dilakukan menurut
wilayah kabupaten/kota, dan jenis hak/dasar penguasaan

3. Mengadministrasikan data hasil inventarisasi tanah terindikasi terlantar secara
tertib dalam basis data untuk keperluan pelaporan bahan analsisi dan

penentuan tindakan selanjutnya.
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Tanah yang terindikasi terlantar berdasarkan hasil inventarisasi dan telah
ditetapkan sebagai target, dilakukan identifikasi dari aspek administrasi dan
dilakukan penelitian lapang (fisik tanah) oleh Panitia C yang dibentuk dan
ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Identifikasi dan penelitian
aspek administrasi serta penelitian lapang dilakukan terhadap tanah :

1. HM, HGU, HGB, Hak Pakai terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan
sertipikat hak atas tanahnya

2. Tanah yang telah diperoleh dasar penguasaaannya (izin, keputusan/surat dasar
penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang terhitung sejak
berakhirnya dasar penguasaan tersebut.

Setelah diperoleh data hasil identifikasi, Kepala Kantor Wilayah
menyusun dan menetapkan target yang akan dilakukan identifikasi dan penelitian
terhadap tanah yang terindikasi terlantar. Penetapan taget didasarkan pada
pertimbangan lamanya tanah tersebut diterlantarkan dan/atau luas tanah yang
terindikasi terlantar. Penyiapan data tanah yang terindikasi terlantar dengan
melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapang fisik tanah. Data dan
informasi yang diperlukan dari tanah yang terindikasi terlantar, meliputi :

1. Verifikasi data fisik dan data yuridis (jenis hak dan letak tanah)

2. Pengecekan buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk
mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, dan tahapan
penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat permohonan hak atas tanah
diajukan oleh pemohon

3. Meminta keterangan dari pemegang hak atas tanah atau pihak lain yang

terkait, apabila pemegang hak atas tanah/kuasanya/wakilnya tidak
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